
BUPATI LAMPUNG SELATAN 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI L.AMPUKG SELATAN 
KOMOR <;s TAHUN 2017 

TENTANG 

pm ONJUK PELAKSANAAlI PERATURAN DAERAH
 
MONOR 17 TAHUM 2011 TEN'tANG RETRIBUSI PELAYANAN
 

PERSAMPAHAN/KEBERSIBAN DAN PENETAPAN TARIF RETRlBUSI
 
PELAYANAN PERSAMPAHAIf/KEBERSIBAl'f
 

DENGAN RAHllIAT TUBAN YANG MAlIA BSA 

BUPAT! LAMPUNG SELATAN, 

Menimbang a.	 bahwa dengan te1ah ditetapkannya dan diundangkannya 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ 
Kebersihan, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaan 
terhadap Peraturan Daerah dimaksud; 

b.	 bahwa sehubungan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan 
ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 
17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ 
Kebersihan, peninjauan tarif retribusi ditinjau kembali paling 
lama 3 (tiga] tahun sekali dengan memperhatikan Indeks harga 
dan Batas Bawah perekonomian, maka per1u meninjau 
kembali ketentuan pasal9 Peraturan Daerah dimaksud; 

c.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pacta 
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan 
Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang­
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



Menetapkan 

3.	 Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran Negam Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4.	 Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 
4438); 

5.	 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampab (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor, ); 

6.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubab beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban 
Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tabun 2012 tentang 
Pengelolaan Sampab Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya 
Sampah Rumab Tangga; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampaharr/ 
Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung SeIatan Nomor 7 
Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan (lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 16). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUlfJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH BOMOR 17 TAHUlf 2011 TElfTANG 
RETRlBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN 
PElfETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYAlfAlf PERSAMPAHAlf/ 
KEBERSIHAN. 



DAB I 
KETENTUAl'l UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan, 

4.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

5.	 Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan. 

6.	 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten 
Lampung Selatan. 

7.	 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 

8.	 Badan adalah sekumpulan orang danl atau modal yang merupakan kesatuan 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, orgariisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, 
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 

9.	 Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke 
tempat pendauran ulang, pengolahan, darr/atau tempat pengolahan sampah 
terpadu. 

10. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan 
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan 
lingkungan. 

11.	 Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia danj'atau proses alam yang 
berbentuk padat, 

12.	 Retribusi Pelayanan Persampaharr/Kebersihan adalah Pelayanan 
Persampahan ZKebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

14. Wajib	 Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. 

15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran 
atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat 
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
retribusi yang terutang. 

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat 
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 



18. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk 
melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan 
dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang­
undangan Retribusi Daerah. 

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan Zatau sanksi administrasi berupa 
bunga dan Zatau denda, 

20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib 
retribusi. 

21.	 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan 
danj'atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
pengaturan perundang-undangan retribusi daerah. 

22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi 
wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan 
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 

23. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan Penyidik mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya. 

24.	 Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

BABII
 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
 

Pasal2 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi 
sebagai pembayaran atas setiap pelayanan persampahanykebersihan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

PasaI3 

(1) Objek retribusi Pelayanan Persampaharr/Kebersihan adalah pelayanan 
Persampahanykebereihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, 
rneliputi : 
a.	 pengambilarr/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan 

sementara; 
b.	 pengangkutan sampah dari sumbemya dan/atau lokasi pembuangan 

sementara ke lokasi pembuangarr/pemrosesan akhir sampah; dan 
c.	 penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. 

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat 
umum lainnya, 

PasaI 4 

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/rnenikmati 
jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah. 

(2]	 Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah Wajib Retribusi. 



BABm
 
GOLONGAN DAN JUIS RETRIBUSI
 

Pasal5 

Retribusi Pelayanan Persampahany kebersihan digolongkan Jenis Retribusi Jasa 
Umum. 

BABIV
 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUlfAAl'f JAM
 

Pasal6 

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkanjenis dan atau volume sampah, 

(2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan 
non organik. 

(3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, untuk volume sampah tersebut dapat 
ditaksir dengan menghitung Iuas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan 
industri. 

BABV
 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PEl'fETAPAN STRUKTUR
 

DAN BESARNYA TARIF
 

Pasal7 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan 
memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek 
keadilan serta efektivitas pengendalian dan pelayanan persampahanl 
kebersihan 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, 
pengangkutan dan pengolahan atau pemusnahan sampah termasuk 
pengadaan Zsewa Iokasi Tempat Pemrosesan Akhir. 

BAS VI 
STRUKTUR DAN PENETAPAN BESARl'fYA TARIF RETRlBUSI 

Pasal 8 

Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut : 
a.	 pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah pasar : 

1. toko	 Rp.20.000,-/bulan; 
2.	 kios Rp. 15.000,-/bulan; 
3.	 los Rp. IO.OOO,-/bulan; 
4.	 hamparan Rp. 1.500,-/hari. 

b.	 pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah 
tangga: 
1. Iuas bangunan < 71 M'	 Rp. 9.000,-I bulan; 
2. luas bangunan 71 M' sId 300 M'	 Rp. 12.000,-/bulan; 
3. luas bangunan > 300 M'	 Rp. 15.000,-/bulan; 



e.	 pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah 
teratur (Real Estate) : 
1. keeil < 71 M'	 Rp. 15.000,-/bulan; 
2. sedang 71 M' sId 300 M'	 Rp. 20.000,-/bulan; 

3. besar :> 300 M'	 Rp.75.000,-/bulan; 
d.	 pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah Apotik, 

bengkel, Warung Nasi: 
1. keeil (volume sampah< 0,51 M3/hari)	 Rp.20.000,-/bulanj 

2. sedang (volume sampah<0,51 M3 sId 0,75 M3/hari) Rp.30.000,-/bulan; 
3. besar (volume sampan> 0, 75 M3/hari)	 Rp. 50.000,-/bulan; 

e.	 pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah 
Perkantoran: 
1. keeil (volume sampah< 0,51 M'/hari)	 Rp. 100.000,-/bulan; 
2. sedang (volume sampah<0,51 M3 sId 0,75 M3/hari) Rp. 150.000,-/bulan; 
3. besar (volume sampah> 0, 75 M3/hari)	 Rp. 200.000,-/bulan; 

f.	 pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan Pemusnahan Sampah Industri 
(Rumah Sakit, Hotel, Pabrik, Rumah Makan) : 
1. < 0,75 M3	 Rp. 200.000,- /bulan; 
2.	 0,76 sId 1,00 M3/hari Rp. 300.000,-/bulan; 
3.	 1,01 sId 1,50 M3/hari Rp. 750.000,-/bulan; 
4.	 1,51 sId 2,50 M3/hari Rp.1.000.000,-/bulan; 
5. 2,51 sId 3,50 M3/hari Rp.2.000.000,-/bulan; 
dikenakan pungutan tambahan sebesar Rp, 500.000,- setiap kelipatan /M3 

g.	 penggunaan TPA milik Pemerintah Daerah oleh orang pribadi/badan sebesar 
Rp 35.000,-/M3. 

BABvn 
TATA CARA PEMUNGUTAN RBTRIBUSI 

Pasal9 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) berupa 
karcis. 

(3) Tata cara pe1aksanaan pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut : 
a.	 retribusi dipungut setelah Wajib Retribusi menerirna pelayanan dan 

selanjutnya diberi tanda terima berupa karcis; 
b.	 retribusi dipungut oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan Surat 

Perintah dari Kepala Dinas; 
c.	 petugas pemungut selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan 

retribusi seeara bruto ke Bendahara penerima pada Dinas; 
d.	 bendahara penerima pada Dinas dalam waktu 1 x 24 jam harus segera 

menyetorkan hasil retribusi ke kas Daerah. 

(4) Bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 
I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 



BAH VIII
 
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PBNAGIHAN
 

PasallO 

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi dilakukan 
dengan cara penunjukan petugas khusus retribusi yang pengelolaannya 
berada pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Persampahan. 

Pasalll 

Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran atau Surat 
Peringatan atau surat lain yang sejenis dilakukan dengan cam sebagai berikut : 

a.	 penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat 
Teguran yang diterbitkan oleh Bupati yang kewenangannya dilimpahkan kepada 
pejabat yang ditunjuk; 

b.	 pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Kepala 
Dinas; 

c.	 pengeluaran Surat Teguran/Pertngatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal 
tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) 
hari sejak jatuh tempo pembayaran; 

d.	 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat 
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi 
retribusinya yang terutang; 

e.	 Surat Teguran/Peringatarr/Burat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dikeluarkan oleh Kepala Dinas; 

f.	 tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/ peringatan/aurat lain yang 
sejenis setelah jatuh tempo atau ada kesediaan dari WaJib Retribusi untuk 
membayar retribusi; 

g.	 bentuk format STRD sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam 
lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

BAD IX 
PENGURANGAN, KERlNGANAN DAN
 

PEMBEBASAN RBTRIBUBI
 

Pasa1l2 
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dilakukan 
dengan eara sebagai berikut : 

a.	 bupati berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan 
keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi. 

b.	 syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan 
retribusi adalah sebagai berikut : 
1. Wajib	 Retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada 

Bupati melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh] hari sejak 
diterimanya SKRD; 

2.	 bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 
sejak tangga1 surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas 
permohonan yang diajukan; 

3.	 keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat 
berupa menerima atau menolak; 



4.	 apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah lewat dan 
tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan. 

c.	 Bentuk format SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 tercantum 
dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
peraturan ini. 

BABX
 
KEDALUWARSA PENAGIHAIf
 

PasalI3 

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa dilaksanakan 
dengan tahapan sebagai berikut : 

a.	 Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih Iagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus. 

b.	 Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud huruf a. 

BABXl
 
TATA CARA PEMBERIAN DAN
 

PEMANFAATAN INSBIfTIF PEMUNGUTAN
 

PasalI4 

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersiharr/ 
Persampahan diberikan insentif atas dasar pencapaian kineIja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (I) ditetapkan melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 

(3) Besamya insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% {lima persen} 
dari penerimaan Retribusi dalam tahun Anggaran be:tjalan. 

(4) Pemberian	 dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diperuntukkan untuk : 

a.	 Bupati : 0,5% (nol koma lima puluh persen); 

b. Wakil Bupati	 : 0,25% (nol koma dua puluh lima persen); 

c.	 sekretans Daerah : 0,25% (nol koma dua puluh lima persen); dan 

d.	 Dinas dan Instansi terkait 

yang membantu melaksanakan 

pemungutan retribusi : 4% (empat persen). 

(5) Pemberian	 dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

PasalI5 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



BAS XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal C) 01<-\-0 b ~ r 2017 

BUPATI LAMPUNG BELATAN, 

Diundang di Kalianda 
pada tanggal C) 0 'L\ o\?{l- 2017 

SEKRETARIS DAERAH UPATEN LAMPUlfG SELATAN, 

'tUFREDYSM 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 
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No.Urut: 01801' 
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I II PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG &ELATA" 
DIMAS PERUIAHAN DAN PERMUIOMAN
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DtnooPerumahondBn_ __ 
KoIl·lamlJUnIl_ •._--........__
 

Kopala, I'WIgIo, ,-----­--_...__......---­
,- ---.._-_. ----~ , 

I PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
DIIIU PEIlUIAIWI DIll ........JI. __ Ka 3IiIi13 

flilp. (0721.322218 Fu: (0727)322218 e..... : II., 'Jj,d t, , .....MIiI.oom 

No. Urut:O 2201 

PEMERINTAH DAERAH KA; 
DINAS PERUMAIU 

JI. Muetafs"Kemal r 
Telp. (0727) 322216 Fa. (0727) 322~ 

JPATEN LAMPUNG SELATAN 
DAN PERMUKIMAN 

-,naaKOde Pas 35513 
-meu : dlsnerl-.'Tlkahlamael@gmailcom 

". 



• 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEII LAIIPUNG SElATAN 

DINAS PERUIIAIWI DAII~ 
..II......... KMonaI~"Pae36&'S 

Tillp. (0727)~3222'H1 Fu: (On7) 32221& e-.l: E Id I 1:$ r. ".com 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 

Jl. Mu••'" t<emeI ~land. Kode POll38e13 
Telp. (0727) 322218 Fp: (0727) 322216 E-med : dillpe~amselOQ{Tl",com 

No. UnJI:() 009-0 
PERHAnAN 

• 
......­....-.-

PEMERJtn'AH DAERAH KABUPATEN LAIIPUNG 8ELATAM 
DIMAS PERUIIAIWIIWI .......". 

.... MuIWa KemeI ~KcxIe Poa 35513 
Teip. (0727) 322218 Fax: (0727) 32221&E-maII : dI8Pet'WM't*'. I I 'De ,....com 

• 
~~0951:.­

BUPATI LAMPlJl'fG SELATAN, 

ZAIl'fUDIN HASAN 



LAMpJRANIl	 pERATIJRAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR TAHUN2017 
TANGGAL 2017 

BENTUK FORMAT DAN lSI STRD 

• 
Nama 
Namat 
NPWP 

l. 

n. 

J. Rctribusi yang kurang diba)'aI" 
2. Sanksi administrasi : 

a. Bunga 
1 Jumlabyangharusdibayar( I + 2a) 

Deagan huruf : 

Perhatian : 
I. 

2. 
administrasi berupa bung. sebesar2%per bulan 

NPWP ........ ..... , ......... .............
 
Nama ..........
 
Alamot .... ..................................
 

pEMERlNTAH KABUPATEN 
LAMpUNG SELATAN 
DlNASPERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 
11. Mustafa KemaJ 14 Kalianda 

(SURAT TAGI

Masa R.etribusi 
Tabun : 

STRD 

.............. 

.....................
......

HAN RETRIBUSI DAERAH) 

- ........ ........ 
................... 

No Urut 

.. ...... .................. 

A}'8t Rctribusi 
NamaRelribusi 

Telabdilakukan perneriksaan atauKeterangan lain alas pelaksanaan kewajiban : 
............... ...... .......................... ....................... 

. ,..........................,....... 

Tanggal JatubTempo 

Dan pemeriksaaa ateuketerangan laintersebut di alas , pengbitunganjumlab yangmasihhams dibayaradalabsebogaiberilrut : 

Rp. 
Rp 
___ • __ • ______ w____ ____••••_. __• ____~ + 

Rp. 

Harappenyetoran ddekuken melalui Dinas Perumaban dan Permukiman Keb. Lampung SeIaIan dongan menggunakan SSRD 

ApabilaSTRDinitidek atau kurang dibayar setelablewatwaktu palinglama30 hari soja!< STRDiniditerirna, dikenakan sanksi 

An. KopalaDinasPerumahan dan Pemrukiman
 
Kobupaten Lampung Selatan
 

Kopala UPTLayanan l'ersampahan
 

NIP 

- ----------------------------------Gunting disini.-................---------------.. 
No. STRD: ... ............................... 

TANDATERIMA 

............ .......
 

........ ........................ .." ............
 
Yang menerima 

( ................... ........... ......... .)
 

BUPATI LAlIIPURG SELATAJII, 

ZAINUDJN HASAJI 



LAMPlRAN III	 PERATURANBUPATILAMPUNGSELATAN 
NOMOR TAHUN 2017 
TANGGAL 2017 

BENTUKFORMAT DAN lSI SKRD 

PEMERINTAH KABUPATEN 

• LAMPUNG SELATAN",., o"cc; 

DINAS PERUMAHAN DANPERMUKIMAN 
11 Mustafa Kemai 14 Kelienda 

Nama 
AI...., 
NPWP 
Tanggal Jetuh Tempo 

No Avat 

Dengan huruf: 

Perhanan : 
1. 
2. 

administrasi berupa bungssebesar2%perbulan 

NPWP : -- .......................,........ 
Nama .......... ,....
Alomat ..... ................................. 

SKRD
 
(SURAT KETETAPAN RETRlBUSI DAERAH)
 NoUmt 

... ........................
 
Masa Retribusi 
Tahun 

... ........... ........... ............ 
..............,........................ 

Jcnis Retribusi Jumlab (RD) 

JumJah Ketetapan Pokok Retribusi 
Jumlah sanksi : a Bunga 

b. Kenaikan 

JumJab Keseluruhan 

Dengan huruf: 

Harappcnyctoran dilakukan melahri Dina, Perumahan dan Permukiman Kabupalen Lampung Selatan 
ApabilaSTRD ini udekatau kurang dibayar,etelab lewatwaktu paling lama30 han ..jail STRDini diterima, dikenakan sanksi 

Kalianda, 2017
 
An KopalaDinas Perumahan dan PonnulWnan
 

Kabupaten \.ampwJg SelalJl11
 
Kopala UPTLayaaaaP......paban
 

NIP 

..·.·-·--------------------·--·----Gunting disini ---••----••••••••••-••-•••--••-.-•• 
No.SKRD: ... ......................... ...... 

TANDATERIMA 

" .......... ...........
 

.................,................ ." ... ........
 
Yangmenerima 

( ............................................)
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

c~----
ZAINUDIN HASAN
 


